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ABSTRAK 

Raisa Nabila, (2026): Tinjauan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hukum 

Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum 

Mumayyiz Kepada Ibu Yang Melakukan Kekerasan 

(Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 

525/Pdt.G/2024/PA.Bkt) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ibu yang melakukan kekerasan berdasarkan kesepakatan 

mediasi dalam perkara cerai gugat Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt. 

Dalam perkara tersebut, hakim mengesahkan kesepakatan mediasi yang 

memberikan hak hadhanah kepada ibu, meskipun dalam persidangan terungkap 

adanya dalil dan kesaksian mengenai tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap 

anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait kesesuaian pertimbangan 

hakim dengan prinsip kemaslahatan bagi anak. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini meliputi: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus cerai 

gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt, serta bagaimana analisis 

pertimbangan hakim tersebut ditinjau dari perspektif maslahah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak 

asuh anak melalui kesepakatan mediasi serta menganalisis kesesuaian 

pertimbangan tersebut dengan prinsip maslahah dalam hukum Islam. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). 

Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, 

peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum 

sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan hadhanah 

dan maslahah. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif analitis 

menggunakan perspektif maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam putusan tersebut 

lebih menitikberatkan pada kesepakatan mediasi para pihak, tanpa disertai analisis 

mendalam terhadap dampak dan risiko kekerasan terhadap anak. Dari perspektif 

maslahah, penetapan hak asuh tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan 

hukum Islam dalam melindungi keselamatan dan kepentingan anak, karena 

kemaslahatan anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam penetapan 

hadhanah. 

Kata Kunci: hak asuh anak, hadhanah, pertimbangan hakim, maslahah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin sering terjadi di 

berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan 

bagaimana hubungan pernikahan berakhir dan tidak berfungsi lagi dalam 

kehidupan masyarakat secara sosial maupun emosional. Selain pasangan yang 

bercerai, proses hukum yang memutuskan ikatan perkawinan ini juga 

berdampak pada kehidupan anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat secara 

keseluruhan.
1
 

Putusnya hubungan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan 

membawa berbagai konsekuensi hukum, salah satunya adalah hak untuk 

mengasuh anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, yang dalam hukum 

Islam disebut dengan hadhanah.
2
 

Hadhanah berkaitan dengan pengasuhan anak, yang berarti mendidik 

dan menjaganya selama anak tersebut dalam masa membutuhkan pengasuh.
3
 

Dalam proses perceraian, salah satu hal yang paling sering menimbulkan 

perdebatan adalah penentuan hak asuh anak. Ketika kedua orang tua sama-

sama merasa memiliki hak dan kemampuan untuk mengasuh anak, maka 

keputusan akhir berada di tangan pengadilan. Pengadilan akan menilai dan 

                                                           
1
 Hafilah Ramadani, Pertimbangan Hukum Islam dalam Menetapkan Hadhanah Anak 

Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama, Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 2, no. 1 (2024), h. 85. 
2
 Faris El Amin, Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam), 

(Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 135. 
3
  Hikmatullah, Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 

2022), Cet. Ke-1, h. 130. 
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mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis anak, 

kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, serta lingkungan 

tempat tinggal masing-masing, sebelum memutuskan siapa yang paling layak 

menjadi pengasuh utama demi kebaikan dan masa depan anak.
4
  

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 

dengan rincian sebagai berikut: (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (2) pemeliharaan anak yang 

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau 

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (3) biaya pemeliharaan 

ditanggung oleh ayahnya.
5
  

Namun peraturan ini tidak bersifat mutlak. Ibu dapat kehilangan hak 

asuh jika terbukti tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, yang dapat 

merugikan kesejahteraannya. Jika ibu menunjukkan perilaku yang merugikan, 

seperti menelantarkan anak, bersikap kasar, mengabaikan tanggung jawabnya, 

atau terlibat dalam hubungan yang buruk seperti pernikahan dengan pria lain, 

perselingkuhan, pergaulan bebas, serta kurang peduli terhadap anak, maka hak 

asuh anak yang belum mumayyiz dapat diberikan kepada ayah.
6
 

Perkara hak asuh anak juga diatur dalam Pasal 14 UU Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2002, yang menegaskan setiap anak berhak untuk diasuh 

oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang 

                                                           
4
 Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca 

Perceraian Serta Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman 1, no. 1 (2023), h.15. 
5
 Muhammadiyah Amin, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, 2018), h.55.  

6
 Maryanih, Andi Akram, and Syarif Fadillah, Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa 

Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam), 

Jurisdictie: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah 3, no. 1 (2021), 

h.133. 
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sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi 

anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
7
 Hak asuh mencakup keputusan 

tentang anak, pengasuhan fisik, dan perwalian yang menentukan tempat tinggal 

serta pengelolaan urusan sehari-hari anak.
8
 

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, Peradilan Agama 

memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara keluarga, termasuk 

hak asuh anak, yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. 

Setiap keputusan hukum terkait anak harus mempertimbangkan dan 

mengutamakan kemaslahatan anak, kepentingan terbaik bagi anak demi 

menjamin kesejahteraan fisik, emosional, dan sosialnya. Prinsip ini menuntut 

pertimbangan cermat atas dampak keputusan terhadap masa depan anak, 

termasuk perlindungan hak serta pencegahan kekerasan dan penelantaran, agar 

anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Karena 

pemeliharaan anak merupakan salah satu aspek penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam proses perceraian.
9
  

Dalam menghadapi perkara hak asuh anak, penyelesaian dapat 

dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Biasanya, penyelesaian ini 

diajukan bersamaan atau setelah perkara perceraian. Salah satu metode yang 

banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah mediasi. Pemanfaatan 

mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa didasari oleh kecenderungan 

                                                           
7
 Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020, Pasal 14 

8
 Fikri dan Agus Muchsin, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam, (Kota Pare: 

IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), Cet. Ke-1, h. 55–56. 
9
 Susilawati, Siti Husniyyah Ali dan Syarifuddin, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak 

Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual, Jurnal Hukum dan 

Kemasyarakatan Al-Hikmah 5, no. 3 (2023), h. 240. 
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alami manusia untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang damai.
10

 

Mediasi dalam sengketa hak asuh anak adalah salah satu upaya 

penyelesaian yang melibatkan proses diskusi untuk mencapai kesepakatan 

antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator.
11

 Proses mediasi ini 

dilaksanakan demi kepentingan anak, bukan untuk kepentingan salah satu 

pihak, yaitu orang tua. Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Jika Mediasi berhasil 

mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib 

merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang 

ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator”.
12

 

Meskipun hasil dari kesepakatan mediasi dalam perkara No. 

525/Pdt.G/2024/PA.Bkt telah menetapkan bahwa hak asuh anak pertama 

diberikan kepada ibu, terdapat sejumlah pertimbangan yang seharusnya 

menjadi perhatian serius hakim sebelum mengesahkan hasil mediasi tersebut. 

Dalam gugatannya, tergugat menjelaskan bahwa ia membawa kedua anaknya 

ke rumah ibunya karena melihat penggugat melakukan kekerasan fisik yang 

kesekian kalinya terhadap anak pertama mereka. Kekerasan yang dilakukan 

penggugat bukan hanya kekerasan fisik namun juga verbal. Dua adik tergugat 

                                                           
10

 Nabilla Karima, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi dan Hubungannya 

Dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Stabat: Journal Smart Law 1, no. 1 

(2022), h. 27. 
11

 I Wayan Agus Vijayantera, Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan 

Litigasi, (Universitas Mahasaraswati: Press, Denpasar, 2022), h. 75. 
12

 Peratutan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 1 
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juga menjadi saksi atas kejadian tersebut, dan penggugat tidak membantahnya 

dalam jawabannya.
13

 

Kekerasan terhadap anak semestinya menjadi pertimbangan paling 

penting bagi hakim dalam menentukan apakah seorang penggugat memiliki 

kelayakan untuk memperoleh hak asuh. Tindakan kekerasan, baik fisik maupun 

psikologis, dapat membahayakan tumbuh kembang anak, sehingga layak 

dijadikan indikator utama dalam proses penilaian tersebut. Namun demikian, 

dalam praktiknya, keputusan pemberian hak asuh kepada ibu justru diambil 

melalui proses mediasi, yang menimbulkan keraguan serta mempertanyakan 

sejauh mana pertimbangan terhadap faktor kekerasan benar-benar diakomodasi 

dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Hal ini karena dalam menentukan hak asuh, aspek keselamatan anak 

serta kondisi psikologis seharusnya menjadi prioritas utama. Apabila unsur 

kekerasan sudah terbukti, maka memberikan hak asuh kepada pelaku 

berpotensi membahayakan tumbuh kembang anak secara mental maupun 

emosional. Sesuai dengan kaidah fikih yang bunyinya:  

  دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلََ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ 

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil maslahat 

(manfaat)”.
14

 

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan hukum, 

mencegah mudharat (kerusakan) harus diutamakan sebelum mengejar manfaat. 

Jika hakim mengesahkan hasil mediasi tanpa penilaian yang cermat terhadap 

                                                           
13

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 

525/Pdt.G/2024/PA.Bkt 
14

 Kasmidin, Ilmu Qowaed Fiqhiyyah, (Pekanbaru: 2023), Cet. Ke-1, h. 92. 
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dampaknya bagi anak, maka hal ini bisa menyebabkan kemudaratan yang 

seharusnya dihindari. Oleh karena itu, tindakan tersebut bertentangan dengan 

kaidah ini karena mendahulukan formalitas perdamaian daripada perlindungan 

hak dan masa depan anak. 

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, juga dijelaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan hasil 

kesepakatan mediasi: 

1. Pasal 27 ayat 2: dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, 

mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat 

ketentuan yang: 

a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; 

b. merugikan pihak ketiga; atau  

c. tidak dapat dilaksanakan.
15

 

2. Pasal 28 ayat 2: dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam 

akta perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan 

kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk 

tentang hal yang harus diperbaiki. 

Dari PERMA di atas dapat dipahami bahwa hakim memiliki wewenang 

untuk tidak mengesahkan kesepakatan mediasi jika tidak memenuhi ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2, yaitu jika kesepakatan tersebut bertentangan 

dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau 

                                                           
15

 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 

(2) dan Pasal 28 ayat (2). 
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tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengembalikan 

kesepakatan mediasi kepada mediator dan pihak terkait untuk diperbaiki 

sebelum dapat disahkan lebih lanjut. 

Kasus yang diteliti menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara 

kesepakatan mediasi dan prinsip kemaslahatan yang seharusnya menjadi 

landasan utama dalam penetapan hak asuh. Anak pertama yang pernah 

mengalami kekerasan diserahkan kepada pihak terduga pelaku, sedangkan anak 

kedua yang masih sangat kecil tidak diasuh oleh ibunya, meskipun secara 

kodrati dan hukum ibu lebih layak mengasuh.
16

 Fenomena ini menimbulkan 

persoalan hukum dan sosial, khususnya terkait bagaimana pengadilan agama 

menyeimbangkan asas legalitas mediasi dengan perlindungan anak sebagai 

pihak paling rentan dalam perceraian. Penelitian ini penting untuk menelaah 

apakah pertimbangan hakim benar-benar berlandaskan kemaslahatan atau 

justru mengesampingkannya demi mengakomodasi hasil mediasi. 

Peneliti memilih kasus di Pengadilan Agama Bukittinggi karena 

pengadilan ini kerap menangani perkara keluarga yang kompleks, termasuk 

hak asuh anak, serta memiliki sistem arsip yang terbuka dan teratur, sehingga 

memudahkan pengumpulan data yang relevan. Kasus Nomor 

525/Pdt.G/2024/PA.BKT dipilih karena memuat isu hak asuh anak belum 

mumayyiz yang diberikan kepada ibu pelaku kekerasan, sehingga relevan 

dikaji melalui perspektif maslahah. Prinsip maslahah dijadikan dasar analisis 

karena mampu menilai hukum secara lebih berorientasi pada perlindungan dan 
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 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 
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kemaslahatan anak sebagai pihak paling rentan. Melalui pendekatan ini, 

peneliti mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan nilai 

keadilan dan perlindungan dalam hukum Islam yang berpihak pada 

kepentingan terbaik anak. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan 

penelitian terhadap perkara tersebut dengan judul: Tinjauan Maslahah 

Terhadap Putusan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang 

Belum Mumayyiz Kepada Ibu Yang Melakukan Kekerasan (Putusan 

Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 525/Pdt.G/2024/Pa.Bkt). 

B. Batasan Masalah 

Untuk menjaga agar penelitian ini lebih fokus dan akurat, serta 

mencegah timbulnya masalah baru atau perluasan pembahasan yang tidak 

terkendali, penulis membatasi kajian penelitian ini pada tinjauan maslahah 

terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam 

menetapkan hak asuh anak pada kasus cerai gugat dengan nomor perkara 

525/Pdt.G/2024/PA.Bkt. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah, dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama 

Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus cerai 

gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt? 
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2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap pertimbangan hukum Pengadilan 

Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus 

cerai gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt? 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum 

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh 

anak pada kasus cerai gugat dengan nomor perkara 

525/Pdt.G/2024/PA.Bkt  

b. Untuk mendapatkan pemahaman tentang pertimbangan hukum 

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh 

anak pada perkara cerai gugat dengan nomor perkara 

525/Pdt.G/2024/PA.Bkt berdasarkan tinjauan maslahah. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  

a. Secara teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

pembaca serta menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan 

dalam bidang hukum keluarga. 

b. Secara praktis 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan membantu pihak-
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pihak yang memerlukan informasi terkait perkawinan dan hak asuh 

anak serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir sekaligus 

syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan 

Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hak Asuh Anak (Hadhanah) 

1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah) 

Hadhanah berasal dari kata al-hidhn, yaitu bagian tubuh yang berada 

di bawah ketiak hingga pinggul.
17

Secara istilah syara’, hadhanah dimaknai 

sebagai tanggung jawab pemeliharaan anak oleh pihak yang berhak atasnya. 

Istilah ini juga dapat diartikan sebagai usaha menjaga atau merawat 

seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti 

anak yang belum mumayyiz atau orang dewasa yang mengalami gangguan 

akal. Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi penyediaan makanan, pakaian, 

tempat tidur, kebersihan diri, memandikan, mencuci pakaian, serta 

kebutuhan pokok lainnya.
18

 

Menurut para ahli fikih, hadhanah diartikan sebagai aktivitas 

merawat anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau 

anak yang belum dewasa dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. 

Tugas ini mencakup memberikan yang terbaik bagi kepentingannya, 

melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikannya, 

serta mendidiknya baik dari segi fisik, emosional, maupun intelektual 

                                                           
17

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4, Alih Bahasa  oleh Arif Hidayat, (Jakarta: 

Cakrawala Publishing, 2009), h. 138  
18

 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-

Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 59–60. 
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hingga ia mampu hidup mandiri dan menjalankan tanggung jawabnya 

sendiri.
19

 

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani, 

hadhanah diartikan sebagai upaya merawat anak yang belum mampu 

mengurus dirinya sendiri, baik dalam hal kebutuhan pribadi, pendidikan, 

maupun perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan atau 

membinasakannya.
20

 

Hadhanah termasuk bentuk perwalian, namun lebih tepat 

dilaksanakan oleh kaum perempuan karena mereka memiliki kasih sayang 

yang lebih besar, pemahaman yang lebih baik mengenai perawatan, 

kesabaran dalam pelaksanaan, serta lebih banyak waktu yang dihabiskan 

bersama anak-anak.
21

 

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah)  

Hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan 

terancam keselamatannya.
22

 Anak adalah tanggung jawab orang tua baik 

kedua orang tuanya hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal di 

perceraian, sehingga mengasuh dan memberi nafkah yang layak merupakan 

kewajiban demi kebaikan dan kelangsungan hidup anak. Kebutuhan anak 

bukan hanya soal keperluan sehari-hari, tapi juga mencakup pendidikan, 

                                                           
19

  Sayyid Sabiq, Op.Cit., h. 138. 
20

 Muhammad bin Ismail As-San’ani, Subulus Salam, Alih Bahasa oleh Abubakar 

Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cet. Ke-3, h.37. 
21

 Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi`i, Khifayatul 

Akhyar, Alih Bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Sukoharjo: Al-Qowam, 

2017), h. 272. 
22

 Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit., h. 60. 
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makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kasih sayang dan cinta.
23

  

Dalam Islam, sebagian ulama menyebutkan bahwa di akhirat, orang 

tua akan dimintai pertanggungjawaban atas anaknya sebelum anak dimintai 

tanggung jawab atas orang tuanya.
24

 Allah berfirmah dalam surat At-Tahrim 

ayat 6: 

كَةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ لََّّ ٓ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ ا مَنُ وْا قُ وْ ٓ  ي   هَا مَل ٰۤىِٕ ا انَْ فُسَكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ ناَراً وَّقُ وْدُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارَةُ عَلَي ْ
 ۝٦امََرَهُمْ وَيَ فْعَلُوْنَ مَا يُ ؤْمَرُوْنَ  ٓ  يَ عْصُوْنَ الل  هَ مَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 

Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. 

Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 

perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim (66): 6).
25

 

 

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan para orang tua untuk 

menjaga keluarganya dari siksa api neraka, yaitu dengan berupaya 

membimbing seluruh anggota keluarga agar senantiasa menaati perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya. Yang termasuk dalam anggota keluarga 

yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah anak-anak.
26

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil 

diserahkan kepada ibu. 
27

 Dalam sebuah hadis yang berbunyi: 

هِ كَانَ عَمْروٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنََّ امْرأَةًَ قاَلَتْ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ هَذِ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
، فَ قَالَ  : أنَْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لََْ بَطْنِِ لَهُ وِعَاءً، وَثدَْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْريِ لَهُ حِوَاءً، وَزَعَمَ أبَوُهُ أنََّهُ يَ نْزعُِهُ مِنِي

                                                           
23

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 

Cet. Ke-4, h. 235. 
24

  M. Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. (CV Rafi 

Sarana Perkasa, 2021), h. 78. 
25

 Q.S. At-Tahrim (66): 6 
26

 Hikmatullah, Op. Cit., h. 131. 
27

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Alih Bahasa oleh Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dkk, 

(Pustaka Azam, 2007), h. 113. 
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 )تَ نْكِحِي. )أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الْاكم

Artinya: "Dari Abdullah bim Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita 

berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah 

sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman 

baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, 

tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin 

memutuskannya dariku.” Rasulullah SAW lalu bersabda 

kepadanya, “Engkau lebih berhak dengangya selagi engkau belum 

menikah.” (HR.Ahmad, Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-

Hakim).
28

 

Hadis ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak 

daripada ayah jika ayah ingin memisahkan anak tersebut. Namun, mayoritas 

ulama berpendapat bahwa jika ibu menikah lagi, hak asuhnya atas anak 

gugur. Ibnu Mundzir menyatakan bahwa para ulama yang menghafal hadis 

ini sepakat dengan pendapat tersebut.
29

 

Jika hak asuh anak diberikan kepada ibu lalu ibu menikah lagi, ayah 

yang belum menikah bisa mengajukan permohonan hak asuh ke pengadilan. 

Alasannya, ia khawatir anak tidak mendapat cukup perhatian dan kasih 

sayang dari orang tua tiri. Pengadilan kemudian akan memanggil kedua 

pihak untuk mendengarkan keterangan mereka.
30

 

3. Syarat dan Ketentuan Hadhin 

ينُ، وَالْعِفَّةُ، وَالَْْمَانةَُ، وَأنَْ لََّ تَكُونَ  عَةٌ: الْعَقْلُ، وَالْْرُييَّةُ، وَالدي قاَمَةُ، فإَِنِ وَشَراَئِطُ للِْحَاضِنَةِ سَب ْ مُتَ زَويجَةً، وَالِْْ
 اخْتَلَّ شَرْطٌ سَقَطَتْ 

“Syarat-syarat pengasuhan anak ada tujuh, yaitu: berakal, merdeka, 

                                                           
28

 Abdullah Bin Abdullah Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 6, Alih Bahasa oleh 

Thahirin Suparta, M. Faisal, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 66. 
29

 Hikmatullah, Op. Cit., h. 131–132. 
30

 Faiz Zainuddin and Ali Burhan, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab 

(Hadhanah) Kepada Anak Ketika Orang Tua Bercerai,” Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam 3, no. 1 

(2023), h. 49. 
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beragama, menjaga kehormatan, amanah, tidak bersuami, dan bermukim. 

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak pengasuhan anak 

tersebut.”
31

  

a. Berakal 

Hak asuh anak tidak boleh diberikan kepada orang yang gila, baik 

gilanya permanen maupun kambuhan, karena tidak mampu mengurus diri 

sendiri maupun anak. 

b. Merdeka 

Budak wanita tidak berhak mengasuh anak, meskipun diizinkan 

tuannya, sebab hak pengasuhan merupakan bagian dari perwalian yang 

tidak dimiliki oleh budak. 

c.  Beragama Islam 

Jika anak beragama Islam, maka wanita kafir tidak berhak 

mengasuhnya, karena dikhawatirkan akan membahayakan pendidikan 

agama anak tersebut. 

d. Menjaga Kehormatan (ʿIffah) 

Wanita fasik tidak layak mengasuh anak, karena dikhawatirkan 

tidak dapat menjaga kehormatan diri dan memberi teladan yang baik. 

e. Amanah 

Pengasuh harus dapat dipercaya, tidak berkhianat, dan benar-

benar menjaga keselamatan serta perkembangan anak. 

f. Tidak Menikah dengan Laki-laki Asing 

                                                           
31

 Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi`i, Op. Cit., h. 

275. 
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Seorang wanita yang menikah lagi dengan laki-laki asing (bukan 

kerabat dekat anak) tidak berhak mengasuh anak, berdasarkan sabda 

Nabi: "Kamu lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah." 

g. Mukim (Bertempat Tinggal Tetap) 

Hak pengasuhan berlaku jika pengasuh tinggal di wilayah yang 

sama dengan anak. Jika berpindah jauh (safar) sehingga anak terhalang 

bertemu salah satu orang tua, maka hak pengasuhan gugur.
32

 

4. Urutan Pihak yang Berhak Mengasuh Anak 

a. Mazhab Hanafi 

Dalam mazhab Hanafi, yang paling berhak mengasuh anak adalah 

ibu, baik ia masih menjadi istri, sudah ditalak, atau bahkan ibu tiri. 

Setelah ibu, hak asuh beralih kepada nenek dari jalur ibu, kemudian 

nenek dari jalur ayah, lalu kerabat perempuan lainnya dengan urutan 

tertentu. Secara garis besar, jalur ibu lebih didahulukan dibanding jalur 

ayah. Apabila tidak ada kerabat perempuan yang layak, hak asuh 

berpindah kepada kerabat laki-laki sesuai urutan, mulai dari ayah, kakek, 

saudara laki-laki, hingga paman. Namun, untuk anak perempuan, tidak 

boleh diserahkan kepada kerabat laki-laki yang bukan mahram, kecuali 

atas keputusan hakim yang menilainya layak. 

b. Mazhab Maliki 

Mazhab Maliki juga menempatkan ibu sebagai pihak yang paling 

berhak mengasuh anak, kemudian nenek, lalu bibi dari jalur ibu. Secara 

                                                           
32

 Ibid., h. 276–279. 
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umum, kerabat dari jalur ibu lebih didahulukan daripada jalur ayah. 

Setelah itu barulah hak berpindah ke ayah, saudara perempuan, dan 

kerabat lainnya sesuai urutan kedekatan. Jika tidak ada, hak asuh bisa 

diberikan kepada pihak yang mendapat wasiat atau orang yang dianggap 

amanah, termasuk keponakan laki-laki atau paman. Kaidah utama dalam 

mazhab ini adalah mendahulukan pihak yang lebih dekat hubungan 

darahnya.
33

 

c. Mazhab Syafi’i 

Mazhab Syafi’i membagi hak asuh ke dalam tiga kondisi: (1) 

ketika kerabat perempuan dan laki-laki sama-sama ada, maka perempuan 

lebih didahulukan, dimulai dari ibu, nenek dari jalur ibu, kemudian baru 

ayah; (2) ketika kerabat perempuan saja yang ada, maka urutannya 

dimulai dari ibu, nenek, saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, hingga 

bibi dari jalur ayah; (3) ketika kerabat laki-laki saja yang ada, maka 

dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, lalu paman. 

Dalam mazhab ini ditegaskan bahwa anak perempuan tidak boleh 

diserahkan kepada laki-laki yang bukan mahram atau dikhawatirkan 

memiliki hasrat, kecuali yang amanah. 

d. Mazhab Hambali 

Dalam pandangan Hambali, yang paling berhak tetaplah ibu, 

kemudian nenek, baru setelah itu ayah. Selanjutnya beralih ke kakek, 

saudara perempuan, bibi dari jalur ibu dan ayah, lalu kerabat perempuan 

                                                           
33

 Abdurrahman Al-juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, Alih Bahasa oleh Shofa'u Qalbi 

Djabir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 1138–1140. 
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lain dengan urutan kedekatan. Setelah itu, barulah berpindah ke kerabat 

laki-laki sesuai jalurnya. Hambali menegaskan prinsip mendahulukan 

kerabat sekandung daripada seibu atau seayah, serta melarang hak asuh 

diserahkan kepada laki-laki non-mahram, termasuk anak laki-laki dari 

paman.
34

 

B. Kekerasan Terhadap Anak 

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak 

Kekerasan merupakan segala tindakan yang dilakukan terhadap anak 

yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, 

seksual, maupun berupa penelantaran. Termasuk di dalamnya adalah 

ancaman, paksaan, atau tindakan yang merampas kebebasan anak secara 

tidak sah menurut hukum.
35

 

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, 

penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam The Social work 

dictionary, mendefinisikan abuse sebagai “impropert behavior intended to 

cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group” 

(kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau 

bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individual 

maupun kelompok).
36

 

                                                           
34

 Ibid, h. 1141. 
35

 Tuti Harwati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindugan Anak, (Kota Matara:  

UIn Mataram Press, 2020), h. 134. 
36

 Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, Kekerasan Anak dalam Keluarga, Wacana 12, 

no. 2 (2020), h. 136. 
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Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah tindakan menyakiti 

secara fisik, emosional, seksual, mengabaikan pengasuhan, atau 

mengeksploitasi anak demi keuntungan, yang bisa membahayakan 

kesehatan, kehidupan, martabat, atau perkembangan anak, baik secara 

langsung maupun tidak.
37

 

Kekerasan terhadap anak atau yang dikenal dengan istilah child 

abuse mencakup segala bentuk tindakan yang menyakiti secara fisik 

maupun emosional, termasuk pelecehan seksual, perdagangan, penelantaran, 

dan eksploitasi. Tindakan ini berisiko merugikan kesehatan, keselamatan, 

dan perkembangan anak, dan sering dilakukan oleh orang yang memiliki 

tanggung jawab atau kekuasaan atas anak, sehingga membuat anak sangat 

rentan menjadi korban.
38

 

Dari beberapa pengertian terkait kekerasan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang yang memiliki kekuasaan dan menyebabkan rasa sakit atau 

penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, terhadap orang lain 

yang biasanya dalam posisi lebih lemah. 

2. Bentuk- Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 

Terry E. Lawson, Psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan 

terhadap anak (child abuse) menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, 

                                                           
37

  Fransiska Novita Eleanora., Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, (Malang: 

Madza Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 48. 
38

 Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, “Kekerasan Pada Anak Usia Dini 

(Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati),” Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu 

Kependidikan 18, no. 2 (2020), h. 173. 
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verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.
39

  

a. Kekerasan fisik terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada 

tubuh anak. Luka yang muncul bisa berupa memar, lecet, bekas gigitan 

atau cubitan, serta luka bakar karena rokok atau setrika. Luka ini 

biasanya ditemukan di bagian paha, lengan, pipi, mulut, dada, perut, 

punggung, atau bokong. Kekerasan ini sering terjadi karena orang tua 

merasa kesal terhadap perilaku anak.
40

  

b. Kekerasan psikis pada anak adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa 

tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan 

terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari 

dan/ atau disadari oleh pelaku. 

c. Kekerasan sosial pada anak mencakup penelantaran dan eksploitasi, di 

mana orangtua tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh 

kembang anak. 

d. Kekerasan seksual pada anak meliputi perlakuan prakontak dan kontak 

seksual, baik melalui kata, sentuhan, gambar, maupun tindakan langsung 

seperti pemerkosaan dan eksploitasi oleh orang dewasa. 

3. Dampak Kekerasan Terhadap Anak 

Dampak kekerasan pada anak sangat beragam tergantung pada 

tingkat kekerasan itu sendiri. Kekerasan terhadap anak berdampak pada 
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fisik, psikologis, dan sosial.  

Secara fisik, dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti 

memar dan luka, yang tidak hanya meninggalkan bekas tetapi juga dapat 

berpotensi mempengaruhi perilaku, kepercayaan diri, dan cara anak 

merespons lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari.
41

. 

Anak yang menjadi korban kekerasan bisa mengalami gangguan 

emosi dan perubahan perilaku. Mereka bisa menjadi pendiam, suka 

menyendiri, mudah menangis, bersikap agresif, atau menunjukkan perilaku 

seksual, terutama jika mengalami kekerasan seksual. Trauma ini 

memengaruhi kehidupan sehari-hari anak, menimbulkan rasa takut, tidak 

aman, marah, dan malu. Anak juga akan mengalami keterlambatan dalam 

pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya
 
.
42

 

Dampak psikologis dari kekerasan terhadap anak dapat 

menimbulkan gangguan mental jangka panjang, seperti trauma, ketakutan 

terus-menerus, dan rasa rendah diri, yang berdampak pada keseluruhan 

kehidupannya. Selain itu, pengalaman kekerasan tersebut juga berpotensi 

menyebabkan anak tumbuh menjadi pelaku kekerasan di masa depan, 

sehingga menciptakan siklus kekerasan yang berulang.
43

 Anak korban 

kekerasan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial atau bergaul 

dengan kelompok negatif, serta berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan 
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penyalahgunaan zat adiktif.
44

 

Secara sosial, anak cenderung menarik diri, merasa tak berdaya, 

kehilangan kepercayaan, menyakiti diri, bersikap menyimpang, dan berisiko 

meniru kekerasan atau melakukan tindak kejahatan.
45

 Selain itu, kekerasan 

yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung 

mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak.
46

 

Anak korban kekerasan seksual mengalami dampak jangka pendek 

seperti mimpi buruk, ketakutan berlebihan, dan penurunan konsentrasi yang 

memengaruhi kesehatan, sehingga memerlukan terapi dan pendampingan 

untuk pemulihan jiwa. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga 

menimbulkan gangguan fisik, seperti memar, nyeri, gatal pada area genital, 

pendarahan, infeksi saluran kencing, keluarnya cairan dari vagina, kesulitan 

berjalan atau duduk, penyakit kelamin, hingga kehamilan.
47

 

Penelantaran terhadap anak juga berdampak serius pada tumbuh 

kembangnya, menyebabkan masalah kesehatan seperti gagal tumbuh, 

malnutrisi, dan gangguan hormon yang dapat menghambat perkembangan 

fisik. Kekerasan ini terjadi ketika orang tua atau pengasuh gagal memenuhi 

kebutuhan dasar anak secara fisik, emosional, dan sosial.
48

 

 

                                                           
44

 Tuti Harwati, Op.Cit., h. 147. 
45

 Ibid., h. 147–148. 
46

 Nyoman Wiradi Tria Ariani and Komang Suwarni Asih, “Dampak Kekerasan Pada 

Anak,” Jurnal Psikologi Mandala 6, no. 1 (2022), h. 74. 
47

  Fransiska Novita Eleanora, Op. Cit., h. 52–53. 
48

 Ibid., h. 54. 



 
 

 
 

23 

4. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak 

Terdapat berbagai faktor atau penyebab yang menjadi latar belakang 

terjadinya kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun di 

ruang publik. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 

a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, 

anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak 

terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. 

Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah diperdaya 

b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, 

banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan terhadap anak 

c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya: 

perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah 

dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi 

d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, (unwanted child), anak 

yang lahir di luar nikah 

e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang 

tua,  

f. Sejarah penelantaran anak. Orangtua semasa kecilnya mengalami 

perlakuan salah, cenderung salah memperlakukan anak-anaknya 

g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya 

tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan ekploitasi 

pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.
49
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Faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak:  

a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai matrealistis 

b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah  

c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua 

sendiri 

d. Status wanita yang dipandang rendah  

e. Sistem keluarga patriarkal  

f. Pengangguran (unemployment) 

g. Penyakit (illness) 

h. Kondisi perumahan buruk (poor housing conditions) 

i. Keluarga besar, akan tetapi miskin 

j. orang berkebutuhan khusus (disable person) di rumah 

k. kematian (death) seorang anggota keluarga.
50

 

 

C. Teori Maslahah  

1. Pengertian Maslahah 

Secara etimologis, kata maslahah (المصلحة) dari kata soluha-yaslahu-

sulhan-maslahah ( مصلحة –صلاحا  –يصلح  –صلح  ) yang memiliki makna baik, 

cocok, selaras, berguna. Dan kata maslahah (المصلحة) dalam penggunaannya 

sering dipertukarkan dengan kata istislah (الاستصلاح).
51

 

Kata al-Maṣlaḥaḥ menunjukan pengertian tentang sesuatu yang 

banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-
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Maṣlaḥaḥ adalah kata al-Mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak 

keburukannya. Jadi arti asli maṣlaḥaḥ ialah menarik manfaat atau menolak 

mudharat. 

Secara etimologi kata al-maṣlaḥaḥ, jamaknya masãliḥ berarti sesuatu 

yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan 

kerusakan. Maṣlaḥaḥ kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti 

mencari yang benar. Esensi maṣlaḥaḥ adalah terciptanya kebaikan dan 

kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang 

dapat merusak kehidupan umum.
52

 

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para Usuliyyun mengemukakan 

definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Maslahah, 

pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak 

mudharad. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karna menarik 

manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan 

kelayakan yang dirasainya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud 

dengan maslahah adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang yang ingin 

dicapai oleh syar’i, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang 

lima ini adalah maslahah dan segala sesuatu yang meniadakan yang lima ini 

adalah mafsadah. Menghilangkan mafsadah termasuk maslahah.
53

 

Husain Hamid memberikan pengertian maṣlaḥaḥ untuk 

menunjukkan dua pengertian, yaitu secara ḥaqi̅qat, yang menunjukkan 
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pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara maja̅z menunjukkan 

pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang 

kedua menunjukkan pada medianya.  Menurut Al-'Izz Al-Dīn Ibn Abd Al-

Salam, maṣlaḥaḥ adalah kenikmatan dan kebahagiaan serta segala jalan 

menuju pada keduanya. Sedangkan mafsadah adalah rasa sakit dan 

kesusahan dan semua yang menghantarkan pada keduanya.
54

 

2.  Klasifikasi Maslahah 

Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi 

menjadi kepada tiga macam, yaitu: 

a. Mashlahah al-Dharuriyah, kebutuhan yang darurat (sangat mendesak) 

dan bersifat universal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar 

manusia.
55

 Adapun dharuriyat maknanya adalah bahwa keharusan 

pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan 

agama dan dunia. Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi (hilang), 

maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), 

bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya 

kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampat pada hilangnya 

keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang 

sangat. 

b. Mashlahah al-Hajiyah maknanya adalah suatu kebutuhan yang jika 

tidak terpenuhi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kekacauan 

dalam kehidupan manusia atau tidak sampai mengancam eksistensi 
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mereka, tetapi akan membawa kesulitan (masyaqah) dalam kehidupan. 

Dengan kata lain, maslahah hajiyah dalah suatu hal yang dibutuhkan 

manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam memikul 

beban taklif dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan 

hidupnya.
56

 

c. Mashlahah al-Tahsiniyah adalah kebutuhan yang dicanangkan untuk 

memenuhi tuntutan nilai baik dan buruk, budi pekerti, prestise dan 

akhlak mulia supaya manusia dapat hidup secara wajar dalam 

kemuliaan dan kesempurnaan. Suatu kebutuhan yang jika tidak 

terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan, apalgi kehancuran, akan 

tetapi kurang memberikan nilai dan makna kesempurnaan dalam hidup 

manusia.
57

 Contohnya antara lain anjuran untuk mengonsumsi makanan 

yang bergizi, halal, dan baik; mengenakan pakaian yang layak dan 

indah; melaksanakan ibadah sunnah sebagai pelengkap amalan wajib; 

serta melakukan berbagai cara untuk membersihkan najis dari tubuh.
 58

 

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh 

membaginya kepada: 

a. Al-Mashlahah al-'Ammah, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dan 

melibatkan kepentingan seluruh masyarakat. Contohnya, para ulama 

membolehkan tindakan membunuh terhadap penyebar bid’ah, karena 

ajaran yang mereka sebarkan dianggap berbahaya dan dapat merusak 

keyakinan (aqidah) banyak orang jika dibiarkan berkembang. Dengan 
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demikian, langkah ini diambil demi menjaga keselamatan dan keutuhan 

agama serta melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang dapat 

membahayakan keimanan bersama.
59

 

b. Mashlahah al-Khashah, yaitu bentuk maslahah yang bersifat individual 

dan sangat jarang ditemukan dalam praktik hukum, karena biasanya 

maslahah lebih bersifat kolektif atau menyangkut kepentingan umum, 

contohnya seperti kemalashlahatan yang berkaitaan dengan pengajuan 

pemutusan hubungan perkawinan atas dasar pasangannya dinyatakan 

hilang, demi melindungi hak dan kepentingan hidupnya agar tidak terus 

terikat pada pernikahan yang secara nyata sudah tidak berjalan. 

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara’ terbagi 

kepada; 

a. Mashlahah al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang ditentukan oleh 

syariat. Seperti memabukan adalah sifat yang relevan untuk 

pengharaman khamar, karena memberika perlindungan terhadap akal. 

Dan syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman 

khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut. 

b. Mashlahah al-Mulghah yaitu, syariat membatalkan kemasalahatan itu 

dan tidak dianggap sebagai kemaslahatn. Seperti seseorang menzhihar 

budaknya. Maka kemaslahatan dalam membayar kafaratnya adalah 

dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan 
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pemerdekaan budak atasnya. Tetapi syariat telah membatalkan maslahat 

tersebut.
60

 

c. Mashlahah al-Mursalah, yaitu Kemaslahatan ini merujuk pada jenis 

kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syara’, karena tidak terdapat 

dalil yang menunjukkan pengakuan maupun penolakannya. Oleh sebab 

itu, ia disebut sebagai maslahah mursal atau kemaslahatan mutlak, 

karena tidak terikat pada dalil yang secara langsung mendukung atau 

menolaknya. Contoh dari kemaslahatan ini dapat dilihat dalam 

kebijakan para sahabat, seperti pembentukan sistem penjara, pencetakan 

mata uang, pengelolaan tanah pertanian yang tetap berada di tangan 

pemiliknya, serta pemungutan pajak atas tanah di wilayah taklukan.
61

 

Ulama menyusun syarat-syarat maslahah yang dipakai sebagai 

pondasi dalam penggalian hukum, yakni: 

a. Kemaslahatan dimaksud dapat dipastikan atau diduga kuat dapat 

mendatangkan kedamaian, ketentraman, keadilan, kebahagiaan di dunia 

saat ini dan di akhirat nanti. Maslahah itu bersifat global, tidak bersifat 

orang perorang. 

b. Kemaslahatan ini harus dilahirkan dari hasil musyawarah yang jujur dan 

terbuka, bukan hasil paksaan oleh kehendak individu atau kekuasaan.  
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c. Kemaslahatan yang diacu akal manusia harus tidak tidak boleh 

bertentangan dengan bunyi teks (nusus as-syar’iyah.
62

 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk memberikan perbandingan 

atau referensi agar penelitian ini tidak terlihat sama. Pembahasan mengenai hak 

asuh anak telah banyak dilakukan dari berbagai aspek oleh peneliti sebelumnya 

dengan. Berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis dan berbagai 

persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Putri Maja Mulia Anisa, 2024: “Hakim dan Hak Asuh Anak 

Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama 

Banyuwangi”.
63

 Memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena 

sama-sama membahas pertimbangan hukum dalam menetapkan hak asuh 

anak pada perkara cerai gugat yang melibatkan unsur kekerasan. 

Perbedaannya terletak pada metode dan pendekatannya. Putri menggunakan 

metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan psikologi hukum, serta fokus pada kendala 

hukum dan penerapan prinsip keadilan dalam kasus KDRT. Sementara itu, 

penulis menggunakan metode kajian pustaka (Library research) dengan 

pendekatan analisis kualitatif, yang menitikberatkan pada putusan hakim 

yang menetapkan pemberian hak asuh kepada ibu meskipun terbukti sebagai 

pelaku kekerasan, serta ditinjau dari sudut pandang maslahah. 
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2. Penelitian Muhammad Fauzan Ramdani (2024) yang berjudul "Analisis UU 

No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus 

Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang 

Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam".
64

 Penelitian Fauzan memiliki 

keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas 

persoalan hak asuh anak dalam konteks perceraian dan kekerasan yang 

melibatkan orang tua. Keduanya menggunakan metode kajian Pustaka 

(Library research), namun fokus Fauzan adalah pada kekerasan yang terjadi 

akibat perebutan hak asuh oleh orang tua, sedangkan penelitian penulis 

menitikberatkan pada putusan hakim yang menetapkan pemberian hak asuh 

kepada ibu yang melakukan kekerasan, dan bagaimana analisis 

pertimbangan hukum tersebut ditinjau dari sudut pandang maslahah. 

3. Penelitian Ade Yanto Ramadan (2022) yang berjudul "Analisis Hadhanah 

Dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga".
65

 

Memiliki kaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengangkat 

persoalan hak asuh anak dalam konteks perceraian yang disertai unsur 

kekerasan serta menempatkan ibu sebagai pihak yang memperoleh hak 

asuh. Keduanya juga menggunakan metode kajian Pustaka (Library 

research). Namun, perbedaan terletak pada pendekatannya. Ade 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan lebih fokus pada analisis 
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hadhanah dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Sementara penulis 

menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan penekanan pada 

pertimbangan hukum dalam memberikan hak asuh kepada ibu yang 

merupakan pelaku kekerasan, serta bagaimana analisis pertimbangan hukum 

tersebut ditinjau dari sudut pandang maslahah. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga Metode ilmiah 

untuk untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi 

yang berkaitan dengan pokok kajian tertentu, dengan tujuan akhir untuk 

menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.
66

 Berikut 

adalah beberapa rangkaian metode penelitan yang penulis gunakan dalam 

penelitan ini:  

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (Library 

research), yaitu penelitian yang memanfaatkan kepustakaan dan bergantung 

pada bahan bacaan seperti buku, majalah, dan sumber lainnya. Dalam 

penelitian ini, kepustakaan menjadi sumber data utama karena penulis berusaha 

mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik 

yang mereka bahas. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara sistematis dan 

kritis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar 

hukum, pertimbangan yuridis, serta perspektif maslahah dalam penetapan hak 

asuh anak. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati 

dalam rangka sebagai sasaran penelitian.
67

 Adapum subjek dari penelitian 

ini adalah Salinan putusan nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna 

mendapatkan data yang lebih terarah.
68

 Objek penelitian yang penulis teliti 

yaitu pertimbangan pada putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi 

dalam menetapkan hak asuh anak pada putusan nomor 

525/Pdt.G/2024/PA.Bkt. 

C. Sumber Data  

 Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi 

pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, 

yaitu bahan hukum yang mengikat. Data primer yang dimaksud dalam 

penelitian ini berupa putusan perkara Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt 

terkait perkara hak asuh anak dalam cerai gugat.  

2. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara.
69

 Dapat juga diartikan sebagai sumber 

yang bisa memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat 
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68
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data primer. Data yang diambil penulis adalah putusan hakim, buku-buku, 

artike dalam jurnal ilmiah, hasil skripsi yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti serta hasil wawancara dengan hakim 

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi dokumen 

dalam penelitian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah 

dan memeriksa berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, putusan hakim yang berkaitan dengan 

topik penelitian, serta berbagai buku dan literatur yang membahas masalah 

serupa. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi dari dokumen 

resmi, publikasi ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait, 

guna mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam. Dengan 

demikian, data yang diperoleh melalui pendekatan kepustakaan ini menjadi 

dasar yang kuat untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, 

baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dianalisis secara 

sistematis untuk memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh 

anak sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan agama yang menjadi 

objek penelitian. Proses analisis dilakukan dengan menelaah isi putusan hakim, 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh 

anak, prinsip-prinsip hukum Islam, serta konsep Maslahah sebagai landasan 

untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan syariat Islam. 

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

komprehensif dan argumentatif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara hak asuh anak, khususnya ketika hak asuh diberikan kepada 

ibu yang melakukan kekerasan, serta menilai relevansinya dengan nilai-nilai 

kemaslahatan menurut perspektif hukum Islam. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan untuk kemudahan pada pembahasan dari seluruh 

permasalahan yang dijelaskan dan ingin diselesaikan, dan sesuai dengan 

sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab 

terdiri dari rangkaian pembahasan yang saling terhubung satu dengan yang 

lain. 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab yang memuat latar belakang masalah berisi fenomena yang 

terjadi dan menjadi dasar timbulnya permasalahan, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

BAB II:  LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis sebagai alat penajam analisis 

yang berisi hal-hal mengandung kaitan dengan penelitian yang 

akan diteliti. Bab ini meliputi kerangka teori terkait pengetahuan 
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tentang hak asuh anak, kekerasan terhadap anak, teori maslahah 

serta penelitian terdahulu 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi 

penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjawab pertanyaan 

yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini diuraikan 

tentang ulasan-ulasan data yang memberi pengaruh terhadap 

penelitian dari mana data tersebut didapatkan dengan menggunakan 

wawancara dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil 

penelitian yang ada pada bab sebelumnya. 
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BAB V 

     KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang 

berhubungan dengan rumusan masalah, penulis dapat menyimpulkan 

beberapa poin berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ibu pada perkara Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt 

sepenuhnya didasarkan pada keabsahan dan kekuatan hukum hasil 

kesepakatan mediasi, serta prinsip hukum perjanjian dalam Pasal 1338 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa 

perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. 

Hakim tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kelayakan 

masing-masing orang tua dalam menjamin keselamatan jasmani dan rohani 

anak, meskipun fakta persidangan mengungkap bahwa ibu pernah 

melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak pertama dan tidak 

membantahnya secara tegas. 

2. Dalam tinjauan maslahah, pertimbangan hakim dalam mengesahkan hasil 

mediasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan 

nyata bagi anak, karena pemberian hak asuh kepada ibu yang terbukti 

pernah bersikap kasar berpotensi menimbulkan mafsadah baru bagi anak 

berupa trauma dan gangguan psikologis. Hakim lebih mengutamakan 

kemaslahatan formal berupa perdamaian mediasi, dibanding 
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mengantisipasi dan menolak kemudaratan yang sudah tampak nyata, 

sehingga penerapan prinsip maslahah terkesan tidak konsisten dalam 

konteks penetapan hak hadhanah sebagai keputusan yang seharusnya 

memprioritaskan keselamatan dan kepentingan terbaik anak. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam penulisan 

skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Majelis hakim diharapkan untuk lebih mengoptimalkan pemeriksaan dan 

penilaian substantif terhadap kelayakan orang tua yang akan menjadi 

pengasuh, terutama ketika terdapat fakta persidangan yang mengarah pada 

potensi ancaman terhadap keselamatan fisik maupun psikologis anak. 

Penetapan hak asuh dalam kesepakatan mediasi sebaiknya tetap disertai 

dengan pertimbangan berbasis pencegahan mudarat (preventive justice) 

dan prinsip kepentingan terbaik anak, sehingga perlindungan tumbuh 

kembang anak tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga 

terejawantah secara nyata dalam proses penetapan hadhanah di lingkungan 

peradilan. 

2. Pengadilan Agama Bukittinggi disarankan untuk menguatkan fungsi 

pengawasan putusan perdamaian (hasil mediasi) khususnya dalam perkara 

yang menyangkut hak anak, dengan menyediakan mekanisme evaluasi 

tambahan seperti pertimbangan kondisi pengasuhan, rekam jejak perilaku 

orang tua, dan dampak psikososial bagi anak pasca-putusan. Langkah ini 
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penting sebagai upaya pencegahan mafsadah baru bagi anak, mengingat 

kesepakatan antar pihak tidak selalu otomatis selaras dengan kemaslahatan 

yang dibutuhkan anak sebagai pihak yang paling rentan dan terdampak 

dalam perkara perceraian. 
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